BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraiiia:.
Menteri Dalim Negeri Republik Indonesia Nomor &4 T :h 11,
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keoi

Pemerintah Desa;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nor o
Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata - S K
Pemerintahan Desa  sudah  tidak  sesuni i doooo
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkoao o
dengan Pemcrintahan Desa, schingga perlu  dilak o

pencabutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaisa |
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapka
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Decral:
Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tenizan:

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiii
Indonesia Tahun 1945;



. Undang-Undang Nomior 27 Tahun 1959 tentang Penefapar
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentan:
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Urdans
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 teians
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diuban
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomcr
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomecr
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dan :
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indcones:
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) scbagaimana telah diubany
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201 ¢
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republic



Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 20105
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Des:
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nom o ©
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menteri Dol
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Al
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 201 -
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Des.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223,

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 20107
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeriniah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun JO1

Nomor 6).
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN
2006 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentan:
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daeran

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 2} dicabut dan dinyatakan tida<

berlaku.



Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perarura-
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barit »

Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 woparbor 201

4
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DY AT SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 17 wopenber 2017

RIS DAERAH
ARITO SELATAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMO#?

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 11, 118/ 2017

I2eam
idergan asiinya

BARITO SELATAM
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201+
tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Pecraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des:
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka berdampal.
pada harus dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomo-
2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
yang tidak sesuai lagi dan dinyatakan bertentangan dengan Peraturar

Perundang-undangan yang Ichih tinggi, maka perlu dilakukan pencabuian.

Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas dipandang el
membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Dacrah Farit
Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata <o

Pemerintahan Desa.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR -



